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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci ldai serta
kokoh untuk hidup bersama antara seorang lakitki perempuan yang
bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekalngatienyayangi sehingga
tercipta suatu kebahagiaan. Perkawinan adalah spatbbuatan yang
diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia.Sebzaaa firman Allah

SWT dalam surat An Nur ayat 32:
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Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirdi antara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-harsélaayamu
yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan nnikdne
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Damn Miaha
Luas (Pemberian-Nya) dan Maha Mengetafui”.

Sementara hadist Rasul yang juga berisi anjurankuntelakukan

perkawinan yaitu:
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Artinya: “Dari Ibn Mas’ud r.a darinya berkata baknWasulullah Saw bercerita,

Hai pemuda barang siapa yang mampu di antara kasma s
berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah iakawin, karena

! Depag RJ Al Qur'an dan TerjemaharBemarang: CV. Alwah, 1993, him. 549.



sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mdiad®p orang
yan tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharaogasi godaan
syahwat"

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 paspkfkawinan
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria deng@orang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rutaalyga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ramedefinisi
perkawinan di dalam KHI pasal 2 adalah perkawinamumut Islam adalah
pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau métsaghalizhan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya mé&eupéadah.

Adapun hikmah perkawinan menurut Abd. Muhaimin Asadalah
sebagai berikut:

1. Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan demginkasih dan
berbagi dalam suka duka.

2. Agar terbina rumah tangga yang tenang, damai dahtsea.

3. Supaya lahir keturunan yang sah dan terhormat tindamsyarakat
sehingga terciptalah masyarakat yang tangguh daanggung jawab.

4. Supaya terbina hubungan yang rapat dan kait menpkgaikan rantai
yang sangat kuat dan tak akan terputus dari keamryang turun temurun
dari pasangan suami istri tersebut.

5. Supaya terjadi proses regenerasi yang baik yangpmanemelihara dan

menanggung kedua orang tuanya sehigga mereka aararsajahtera
karena diasuh dan dididik oleh orang tuanya debgi

Jumhur ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibatydag harus ada
dalam suatu perkawinan diantaranya adalah akadhnikadua calon
mempelai, wali dari calon mempelai perempuan, sd&si mahar, sehingga

disimpulkan bahwa unsur pokok suatu perkawinan raetengkap adalah

2 Al-Sa’any,Subul al SalajmJuz 111, Kairo: Dar lhya ‘al-Turas al-Araby,13F91980 M,
him.109.
% |dhoh AnasRisalah Nikah Ala RifiiyahPekalongan: Al Asri, t.t, him. 67.



kedua calon mempelai, wali calon mempelai perempdaa orang saksi, ijab
dan kabulf.

Dari kelima rukun perkawinan di atas wali adalakalsasatu rukun
yang mendasar dari suatu perkawinan itu sendingydimana keberadaan
seorang wali tersebut sangat berkaitan dengaridainya suatu perkawinan.
Wali dibagi menjadi dua macam, yaitu wali nasabladavali yang hak
perwalinnya didasarkan karena adanya hubungan d@mlwvali hakim yaitu
wali yang hak perwaliannya timbul karena orang muempelai wanita adlal
atau tidak ada atau karena sebab lain.

Perwalian atau wali dalam perkawinan tidak dappisdhkan dengan
masalah nasab atau keturunan, karena dengan pegtayang sah bertujuan
untuk menjaga nasab dengan baik, teratur dan td@k terputus. Nasab
keturunan artinya pertalian atau perhubungan yamegemtukan asal-usul
seorang manusia dalam pertalian darafinya.

Di dalam aturannya, Islam sangat memperhatikarabgnketeraturan
nasab keluarga. Nasab akan jelas dan teratur ke gtmsnya ketika anak
tersebut dilahirkan dari sebuah perkawinan yang, gmtkawinan yang
memenuhi syarat dan rukunnya. Ketika anak yandpididan dari perkawinan
yang sah tapi tidak memenuhi syarat anak sah, méka memunculkan
masalah baru yang berkaitan dengan kelangsungak temsebut. Salah
satunya yaitu berkaitan dengan status wali nikaji daak yang bermasalah

dengan garis nasabnya.

4 Slamet Abidin dan H. Aminuddirfigh Munakahat Bandung: Pustaka Setia, 1999,
him. 68.
®Ibid, him. 157.



Menurut ketentuan figh, anak yang lahir kurang @abulan setelah
akad nikah orang tuanya maka anak tersebut termasaik tidak sah, dalam
hal ini adalah anak luar nikah, terlepas dari masianya nikah yang tidak
dicatatkan. Dengan aturan tersebut maka hak pemvghng seharusnya ada
pada wali nasab, maka akan beralih ke wali h&kBementara jika melihat
konsep anak sah menurut Undang-Undang Perkawinarl/®74 di dalam
pasal 42 dan KHI pasal 99 dijelaskan bahwa “Andk adalah anak yang
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinangysah”. Dalam pasal-
pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai batasnminiusia kandungan
seorang anak yang dilahirkan, sehingga jika dislkggubahwa wali nasabnya
tetap berhak menjadi wali nikah meskipun anak ydifahirkan kurang dari 6
bulan setelah akad nikah orang tuanya.

Meskipun secara implisit undang-undang maupun Khtakt
menetapkan ketentuan mengenai hubungan nasab devagatah perwalian
dalam perkawinan, namun perbedaan prinsipil arkatantuan figh dengan
undang-undang tentang konsep anak sah tersebutt dapaimbulkan
problematika tersendiri di dalam masyarakat, khogaigli lingkungan KUA
yang ketika menghadapi persoalan penentuan wakhnikagi mempelai
wanita yang lahir kurang dari 6 bulan ini akan nmaami kesukaran. Adapun
perbedaan konsep mengenai anak sah menurut fighramg-undang, maka
akan memunculkan dasar penetapan wali nikah yangtivadi lingkungan

KUA. Dengan dasar penetapan yang Vvariatif itulahstriu akan

® Rokhmadi, Adam Wali Nikah Dalam Perspektif Figh dan Hukum kKaeinan di
Indonesia IAIN Walisongo Semarang, 20011, him. 105.



membingungkan masyarakat dan pihak KUA sendiriekarKUA juga harus
mempertimbangkan bagaimana sisi manfaat maupun arstdizga bagi
masyarakat.

Sebagaimana fenomena yang penulis temui di KUA Ketan Gajah
Mungkur Semarang, dimana Kepala KUA tersebut yBapak Duta Grafika
S.Ag, menjelaskan bahwa ketika ia dihadapkan dengammasalahan
mengenai wali nikah tersebut, maka memiliki camayetesaiannya tersendiri.
Sebelumnya Kepala KUA kecamatan Gajah Mungkur ake&mgecek dan
mencocokan tanggal lahir calon mempelai perempwagah tanggal akad
nikah orang tuanya, jika jaraknya kurang dari Ghudetelah akad nikah orang
tuanya, maka wali nasab atau ayah biologisnya tideiliki haknya sebagai
wali nikah, sehingga beralih ke wali hakim, halsessuai dengan ketentuan di
dalam figh yang menyatakan bahwa jika calon mempgeeempuan yang
dianggap tidak memiliki wali nasab, karena calonmpelai perempuan
tersebut sudah dapat dipastikan bahwa ia analkadnilkah, sehingga ia tidak
memiliki garis nasab ke ayah biologisnya meskipenahir dari suatu
perkawinan yag sah, maka walinya adalah denganhakim.

Penetapan wali hakim tersebut juga didasarkan @@adat Dirjen
Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992 tegt&atentuarfAdam
Wali Nikah”. Namun beliau tidak langsung begitu saja menetapkain
hakim terhadap calon mempelai perempuan yang menpkrmasalahan

nasab tersebut. Kepala KUA kecamatan Gajah Munghkilebih dulu akan



menjelaskan secara detail bagaimana penetapamikali menurut ketentuan
figh dan bagaimana ketentuan menurut Undang-UnBankawinan.
Walaupun pada dasarnya KUA Kecamatan Gajah Mungkur
mendasarkan permasalahan tersebut kepada keteffitylan tapi untuk
menghargai masih adanya sebagian masyarakat yalugn batau tidak
mencatatkan nikahnya di KUA, maka KUA kecamatara@ajlungkur masih
mempertimbangkan bagi pihak yang memang tidak nadamp anak luar
nikah. Kemudian Kepala KUA kecamatan Gajah Mungkkan menawarkan
opsi bagi calon mempelai maupun para pihak, unt@taggunakan dasar
hukum penetapan wali nikah menurut:
1. Ketentuan figh, yang berarti hak perwalian pindalwiali hakim.
2. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, yangarbe hak
perwaliannya tetap pada ayah biologisnya yang al@madi wali nasab.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penwgia mengkaji lebih
dalam mengenai penetapan wali nikah di lapangamgate melakukan
penelitian di KUA Kota Semarang yang lebih tepatdydUA Kecamatan
Gajah Mungkur Semarang. Permasalahan tersebutipemgkat dengan
judul “Kedudukan Figh Sebagai Pertimbangan Tugas KUA dalam
Perkawinan” (Analisis terhadap Penetapan Wali Nikahbagi Mempelai
Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Gajah

mungkur Semarang)”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penués akerumuskan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dalam penetapan wali nikah tb@mpelai
perempuan yang lahir kurang 6 bulan di KUA Kecam#&ajah Mungkur
Semarang?

2. Bagaimana kedudukan figh sebagai pertimbangan daldenetapkan wali
nikah bagi mempelai perempuan yang lahir kurangurb di KUA

Kecamatan Gajah Mungkur Semarang?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dasar hukum dalam menetapkan wkéh bagi
mempelai perempuan yang lahir kurang 6 bulan di KKégamatan Gajah
Mungkur Semarang.
2. Untuk mengetahui kedudukan figh sebagai pertimbangialam
menetapkan wali nikah bagi mempelai perempuan yahiy kurang 6

bulan di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang.

D. Telaah Pustaka
Sebelum mengerjakan skripsi, penulis memiliki baparacuan yang
digunakan sebagai telaah pustaka dalam pembuataipsiskpenulis,
diantaranya yaitu:
Inayatul Baroroh, IAIN Walisongo Semarang dengadujuskripsi

“Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan PerkawinangB®enWali Hakim



Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang Dari 6 laBu Setelah
Perkawinan Orang Tuanya” (Studi Kasus di KUA KectmaTulung
Kabupaten Klaten) Pada skripsinya penulis menguraikan tentang pgmya
perkawinan yang harus dicatatkan di KUA, penetapeali  hakim
dikarenakan wali nasab adlal dan pada kesimpulanrpenulis
mengungkapkan bahwa di KUA yang ia teliti tidak gdag meggunakan wali
hakim. Secara keseluruhan di dalam skripsi ini eamly lebih banyak
membahas mengenai masalah wali adlal, sehinggadwumampertajam pada
pembahasan wali hakim bagi pengantin wanita yaig karang dari 6 bulan
setelah perkawinan orang tuarfya.

Saifur Rokhim, IAIN Walisongo Semarang, dengan Judlripsi
“Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab \Wali Hakim” (Studi
Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung). Dalaipssnya, penulis
memaparkan tentang anak zina sekaligus memberia@nolt beberapa subyek
yang akanditeliti yang berkaitan dengan tema yd@m aliangkat, kemudian
penulis juga menguraikan dasar hukum yang digunaleim penghulu dalam
penetapan tersebut. Dari kesimpulannya, penulisaparkan bahwa di dalam
satu instansi KUA yang ia teliti memiliki dua dasgang berbeda dalam
menetapkan wali nikah bagi anak hasil zina, yaatu penghulu meggunakan

dasar fikih dan satunya lagi dengan dasar Undardattn Perkawinah.

" Inayatul Baroroh,“Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan @amn Wali
Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang DérBulan Setelah Perkawinan Orang
Tuanya” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tulung Kaligp&laten) NIM: 2199003, th. 2004.

8 Saifur Rokhim,“Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Méali Hakim”
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temangguxtl: 072111022, th. 2011.



Kirmanto, IAIN Walisongo Semarang, dengan judulighir“Analisis
Pendapat Imam Syafi'i Tentang Keharusan Adanya \Walam Pernikahan”
.Pada skripsinya, penulis menguraikan terlebih katentang biografi Imam
Al Syafi'i, kemudian menjelaskan mengenai kedudukaali di dalam
pernikahan serta dasar-dasar hukum yang menguaghaang kedudukan
wali.Pada kesimpulannya, penulis menguraikan badasar hukum menurut
Imam Syafi'i dalam hal ini mengenai wali nikah, gahtepat untuk zaman
sekarang.Penulis juga menyimpulkan bahwa wali 4apgating dan harus
ada dalam pernikahan.

Siti Umu Kulsum, IAIN Walisongo Semarang, dengaduuskripsi
“Pengangkatan Anak Dan Implikasinya Pada Wali NikéBtudi Kasus di
Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten PurlgaljngDalam
skripsinya penulis menerangkan mengenai praktekif ohn tinjauan hukum
Islam terhadap pengangkatan anak dan implikaseneadap wali nikah. Dari
praktek pengangkatan anak tersebut dapat beringpliklengan terputusnya
pertalian nasab terhadap keluarga kandung. Pemeliting dilakukan di desa
tersebut diketahui bahwa masyarakatnya cenderungnpraétekkan
pengangkatan anak dengan melalui sistem adat sat&mp

Fatachudin Latif, IAIN Walisongo Semarang, dengaduj skripsi
“Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi An&erempuan Hasil

Nikah Hamil” (Studi Kasus di KUA di Kecamatan Semvag Tengah). Di

° Kirmanto*Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Keharusagadya Wali Dalam
Pernikahan”, NIM: 2100155, th. 2007

19 Siti Umu Kulsum,“Pengangkatan Anak Dan Implikasinya Pada Wali Nik&&tudi
Kasus di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupatehalingga) 2102165, th. 2006



10

dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan mendeagaimana proses dalam
penyelesaian penentuan wali nikah terhadap wandag ylahir yang
disebabkan hasil zina. Penulis menyimpulkan bahw&WA Kecamatan
Semarang Tengah dalam menentukan wali hakim badi basil zina dengan
memakai dua model penyelesaian, yaitu dengan walinh atau tetap
menggunakan wali nasab.

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripgisskryang
sebelumnya yaitu terletak pada pendapat pejabatd€lén hal ini adalah
Kepala KUA kecamatan Gajahmungkur, kemudian bagaan&epala KUA
kecamatan Gajahmungkur memberikan penyelesaianeiya dasar hukum
dalam menetapkan wali hakim bagi calon mempelapgy@mggal lahirnya
kurang dari 6 bulan sejak akad nikah orang tuamy&Ud\ Kecamatan Gajah
mungkur Semarang. Pada skripsi ini, penulis juganaknenganalisis
mengenai bagaimana KUA kecamatan Gajah mungkur meeimbpangkan
kedudukan figh dalam menjalankan tugasnya. Dasealali atas maka penulis

beranggapan bahwa skripsi ini berbeda dengan skengshulu.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapan@eed research,

yaitu suatu riset dengan penyelidikan yang ber#tasaobyek lapangan,

1 Fatachudin Latif“Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah BagiaknPerempuan
Hasil Nikah Hamil” (Studi Kasus di KUA di Kecamat&emarang TengafIM: 072111045, th.
2008
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daerah, atau lokasi guna memperoleh data yang .¥alidalam
penelitiannya, penulis mencoba meneliti langsungldkasi yang akan
diteliti tersebut yaitu KUA Gajah mungkur Semaraagg beralamat di Jl.
Kelud Selatan 11/26, Semarang. Secara umum peaeliti menggunakan
pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk gethui hukum
positif yang mengatur perwaliann bagi calon menipedsempuan yang
merupakan anak zina, dan sejauh mana penerapamtighkahat dalam
sistem perkawinan nasional.
2. Sumber Data
a. Data primer
Jenis data primer adalah data yang pokok yang itenkdan
diperoleh secara langsung dari obyek penelitiamlaggkan sumber
data primer yaitu sumber data yang dapat membedksam penelitian
secara langsurg. Data primer dalam penelitian ini adalah pendapat
pejabat KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang.
b. Data sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber yang mampudajet
memberikan informasi atau data tambahan yang dayeabperkuat
data pokok, baik berupa manusia maupun benda @hajaliku, koran,

ataupun data-data berupa fotb)Dalam penelitian ini yang menjadi

12 sutrisno Hadi,Metodologi Reaserch jilid, | Yogyakarta, yayasan penerbit Fakultas
Psikologi UGM, 1986, him. 9.

13 p. Joko Subagydvietode Penelitian Dalam Teori dan Praktellakarta : Rineka Cipta,
1991, him. 87-88.

4 Sumadi Suryabrat®Jetodologi PenelitianJakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, him.
85.
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data sekunder adalah beberapa buku yang membahagemae
masalah perkawinan, khususnya wali nikah.
3. Metode pengumpulan data
a. Metode Dokumentasi

Metode dokumen adalah metode dengan cara mempelatiah
dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catdtaky-buku,
perundang-undangdrDengan metode dokumentasi, maka penulis
menggunakan beberapa dokumen baik yang penulistkdapalari
KUA Gajah Mungkur, maupun dari buku-buku yang penul
kumpulkan.

b. Interview(wawancara)

Metode pengumpulan data dengan jalan komunikasiu yai
melalui kontak atau hubungan pribadi antara penglindata atau
peneliti dengan respondéh.Pengumpulan data dilakukan dengan
melalui wawancara kepada pejabat KUA kecamatanhGajangkur
Semarang mengenai bagaimana penetapan wali nikahdikukan
di dalam KUA tersebut, dalam hal ini adalah permtapali nikah
yang ternyata menurut penilaian beberapa orang, terslebut tidak
memenuhi syarat untuk bisa menjadi wali nikah apalempuannya.
Dari wawancara ini juga, akan diketahui apakah yaremjadi dasar
pejabat KUA kecamatan Gajah mungkur dalam menetapkali

nikah.

15 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekarta : PT.
Rineka Cipta, t.t, him. 202.
18 Rianto Adj Metode Penelitian Dan Hukydakarta : Granit, t.t, him .72.
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4. Metode Analisis

Penulis menggunakan metode analisis deskriptituypénelitian
dengan menganalisa data-data yang terkumpul, sé&iggj diteliti dan
memaparkan data-data tersebut kemudian dapat Bipdsinyal’ Dengan
metode ini, penulis akan menggambarkan prosessanalari penelitian
yang penulis temukan di lokasi. Secara umum péarelihi menggunakan
pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk gethui hukum
positif yang mengatur perwalian bagi calon mempgkiempuan yang
merupakan anak di luar nikah, dan sejauh mana gpeaeifigh munakahat

dalam sistem perkawinan nasional.

F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh makaulipe
mencoba memaparkan sistematika penulisan belaladglam lima bab yang

dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub baigatesistematikan sebagai

berikut:

Babl Pendahuluan yang meliputi latar belakangsatah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaketode
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Il : Penulis akan menguraikan tentang das&um penetapan

wali dalam perkawinan yang terdiri dari dasar-ddmsaum dalam
perkawinan, ketentuan penetapan wali nikah, danadadan figh

dalam penetapan hukum.

" Sumadi Suryabrat@p.cit,him. 18.



Bab IlI

Bab IV

Bab V
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Pada bab ini penulis akan memaparkan aisagna
penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Gajah Mungkur
Semarang, yang meliputi beberapa hal diantaranyagemai
profii KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang, pepeta
wali nikah bagi wanita yang lahir kurang 6 bulan KUA
kecamatan Gajah Mungkur Semarang, dan dasar penetegi
nikah bagi mempelai perempuan yang lahir kurangurb di
KUA kecamatan Gajah Mungkur Semarang.

Berisi analisis penetapan wali nikah bagiempelai
perempuan yang lahir kurang 6 bulan di KUA Kecamaiajah
Mungkur Semarang yang berisi tentang analisis jpenethadap
dasar penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Gajamdkur
Semarang dan analisis terhadap kedudukan figh a&aebag
pertimbangan pelaksanaan tugas KUA dalam perkawdnKiJA
kecamatan Gajah Mungkur Semarang.

Merupakan bab penutup dari skripsi ininhgameliputi

kesimpulan, saran, dan penutup.



